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ABSTRAK

PENERAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA
PUSKESMAS JKR (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ZUBAIDI KOMARUDDIN)

OLEH
RISKI ADELIA NOFA

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan Perhitungan
dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada Puskesmas JKR apakah
telah dilakukan sesuai dengan ketetentuan perundang-undangan yang berlaku.

Desain penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif, yang bertujuan
menggambarkan data menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan data yang
dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh untuk perhitungan dan pemotongan
pajak penghasilan PPh Pasal 23 Puskesmas JKR melakukan pemotongan setiap adanya
transaksi dengan tarif 2% dari dasar pemotongan pajak atau nilai objek pajak. Dapat
disimpulkan bahwa penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pencetakan dan jasa
perawatan kendaraan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku Undang-
undang No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Pemotongan, PPh Pasal 23, Puskesmas
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib yang dibayar oleh rakyat dan negara
yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut
Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak
adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Masyarakat yang sudah patuh dengan membayar pajak tidak akan merasakan
manfaatnya secara langsung, karena pajak akan digunakan untuk kepentingan umum,
bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah
yang digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah tidak hanya itu masyarakat juga akan mendapatkan fasilitas seperti
kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum serta subsidi bahan bakar minyak
dan pangan. Pungutan pajak sifatnya memaksa karena telah dilaksanakan berdasarkan

undang-undang.

Dalam penerapannya, pemerintah memperhitungkan jumlah dan jenis tarif pajak, serta
mana saja yang diwajibkan untuk membayar pajak. Secara umum, pajak yang
dikenakan di indonesia salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak

Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain.



Penghasilan yang termasuk dalam kategori tersebut meliputi dividen, bunga, royalti,
hadiah dan penghargaan, bonus dan sejenisnya serta imbalan jasa lainnya yang diatur
dalam PMK 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dimaksud dalam PPh pasal
23 selain kepada Orang Pribadi. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi
antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan.
Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan sebesar 15%, dan 2%
dibebankan untuk jenis pajak lainnya. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP
maka tarif pajak akan dikenakan dua Kkali lipatnya, yaitu 30% meliputi dividen, bunga,

royalti, hadiah, dan penghargaan serta 4% untuk penghasilan lainnya.

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan
kesehatan masyarakat yang amat penting di indonesia puskesmas merupakan unit
pelaksana teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes,2011) salah satunya yaitu
Puskesmas JKR. Puskesmas JKR mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses
perpajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
23. Mengenai aspek perpajakan di Puskesmas JKR apakah pelaksanaannya sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa
penjelasan diatas penulis melakukan penelitian terhadap Puskesmas JKR mengenai

penerapan pemotongan PPh Pasal 23.



1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas tersebut, maka penulis laporan tugas akhir

ini akan membahas mengenai :

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa
pada Puskesmas JKR?
2. Apakah Puskesmas JKR sudah melakukan perhitungan dan pemotongan sesuai

dengan Undang-Undang yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa
Pada puskesmas JKR

2. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 23 atas Jasa Pada puskesmas JKR sudah sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku

1.4 Manfaat Penulisan Laporan Akhir

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini adalah:

1. Bagi Puskesmas JKR
Penulisan laporan akhir ini diharapkan menjadi informasi tambahan bagi Puskesmas
JKR dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

2. Bagi Pembaca
Sebagai informassi dan referensi tambahan bagi mahasiswa yang ingin membuat
tema yang sejenis serta dapat menjadi media untuk menambah kemampuan dan

wawasan mengenai Pajak Penghasilan 23.



3. Bagi Penulis

Untuk membandingkan teori yang diperoleh di kampus dengan praktek di
perusahaan dan menambah wawasan tentang dunia kerja yang akan dihadapi dimasa

mendatang.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh
Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah
atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak
dikenakan karena adanya subjek yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila

tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf ¢ angka 2 Undang-Undang

nomor 36 tahun 2008.



2.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun

2008, yaitu :

1. Dividen

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari pemegang

saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha.

2. Bunga

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan

pengembalian hutang.

3. Royalti

Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara

perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan

atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta, peralatan, dan/atau informasi.

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi atau yang

dipotong PPh Pasal 21

Dalam hal ini maka akan dikenakan PPh Pasal 23 jika hadiah atau penghargaan

perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan lainnya diterima oleh waib pajak badan tertentu termasuk BUT.

5. Sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali

sewa tanah dan/atau bangunan.

Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan

kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu yang

telah disepakati.



6. Imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipootong PPh Pasal 21.
Pemerintah telah menambahkan 62 jenis jasa lainnya yang menjadi objek PPh Pasal 23.
Penambahan objek PPh Pasal 23 ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 141/PMK.03/2015.

Tabel 2. 1 Jasa Lain sebagai Objek PPh Pasal 23

No Jenis Jasa

1. Jasa Penilai (appraisal);

2. Jasa aktuaris

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan

4. Jasa hukum

5. Jasa arsitektur

6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape

7. Jasa perancang (design)

8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas),

kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas

bumi (migas)

10. | Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan

penambangan minyak dan gas bumi (migas)

11. | Jasa jenunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

12. | Jasa penebangan hutan

13. | Jasa pengolahan limbah

14. | Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)




15. | Jasa perantara dan/atau keagenan

16. | Jasa perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek,
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia
(KPEI)

17. | Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan kecuali yang dilakukan oleh Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI)

18. | Jasa pengisian suara (dubbing) dan/ atau sulih suara

19. | Jasa mixing film

20. | Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner,
pamphlet, baliho dan folder

21. | Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

22. | Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website

23. | Jasa internet termasuk sambungannya

24. | Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau
program

25. | Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau
TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi

26. | Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi.

27. | Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara




28. | Jasa maklon

29. | Jasa penyelidikan dan keamanan

30. | Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer

31. | Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau
media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan

32. | Jasa pembasmian hama

33. | Jasa kebersihan atau cleaning service

34. | Jasa sedot septic tank

35. | Jasa pemeliharaan kolam

36. | Jasa katering atau tata boga

37. | Jasa freight forwarding

38. | Jasa logistik

39. | Jasa pengurusan dokumen

40. | Jasa pengepakan

41. | Jasa loading dan unloading

42. | Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka perielitian
akademis

43. | Jasa pengelolaan parkir

44. | Jasa penyondiran tanah

45. | Jasa penyiapandan/atau pengelolaan tanah

46. | Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit

47. | Jasa pemeliharaan tanaman

48. | Jasa pemanenan

49. | Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau




perhutanan

50. | Jasa dekorasi

51. | Jasa pencetakan/penerbitan

52. | Jasa penerjemahan

53. | Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-
Undang Pajak Penghasilan

54. | Jasa pelayanan kepelabuhanan

55. | Jasa pengangkutan melalui jalur pipa

56. | Jasa pengelolaan penitipan anak

57. | Jasa pelatihan dan/ atau kursus

58. | Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM

59. | Jasa sertifikasi

60. | Jasasurvey

61. | Jasa tester, dan

62. | Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015
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2.4 Penghasilan Yang Bukan Objek (PPh) Pasal 23
Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23, menurut Mardiasmo

(2016) sebagai berikut :

[EEN

. Penghasilan yang dibayar atau terutang dengan bank.

N

. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan

hak opsi.

3. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam
negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di indonesia.

4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan yang modalnya
tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi,
termasuk pemegang unit penyertan kontrak investasi kolektif

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan

2.5 Pemotong PPh Pasal 23
Berdasarakan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan pemerintah

N

. Subjek pajak badan dalam negeri

w

. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

SN

. Penyelenggaraan kegiatan

o1

. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
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6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak yaitu: Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah,
kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

7. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas

pembayaran sewa.

2.6 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23
PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).
DPP dalam PPh 23 merupakan jumlah bruto. Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun

2008 menetapkan tarif yaitu sebagai berikut :

Tarif Pajak Penghasilan (Pph) 23

Gambar 2.2 Peta Konsep Tarif PPh 23
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Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pph No. 36 Tahun 2008, bagi wajib
pajak yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dipotong 100%
lebih tinggi dari tarif normalnya. Untuk tarif 15% bagi wajib pajak yang tidak memiliki
NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 30% dan untuk tarif 2% bagi wajib pajak

yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif 4%.

2.8 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
1. Prosedur Pemotongan
Melalui Witholding System pihak pmotong adalah pihak-pihak yang membayarkan
penghasilan. Pihak ketiga adalah pihak bendahara yang bertanggungjawab harus
mengisi segala data secara benar, jelas dan lengkap. Prosedur pemotongsn Pajak
Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut :
1) Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi Bukti Pemotongan dengan PPh yang
dipotong sesuai dengan tarif pemotongan.
2) Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi Daftar Bukti Pemotongan
berdasarkan Bukti Pemotongan dalam masa pajaknya dan dijumlahkan.
3) Pihak Bendahara membawa Bukti Pemotongan dan Daftar Bukti Pemotongan
untuk ditandatangani oleh Kepala Bidang Kas .
4) Pihak Bendahara memberikan lembar ke-1 dari Bukti Pemotongan penyedia jasa
sebagai bukti telah dilakukan pemotongan.
Dalam menyiapkan bukti pemotongan, PPh yang dipotong harus sesuai dengan
tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dimana tarif yang dikenakan untuk

penyedia jasa yang memiliki NPWP sebesar 2% dan 4% yang tidak memiliki
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NPWP. Untuk Bukti Pemotongan lembar ke-1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke-2
untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembra ke-3 untuk Pmotong Pajak.

2. Prosedur Penyetoran

Dalam prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

1) Pihak Bendahara menyiapkan dan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara
benar, jelas dan lengkap.

2) Pihak Bendahara membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Daftar Bukti
Pemotongan untuk dilakukan penyetoran ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.

3) Pihak Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan akan memberikan Bukti
Penyetoran sebagai bukti bawa pihak pemotong telah melakukan penyetoran.
Untuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1 untuk Arsip Wajib Pajak, lembar
ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ke-3 untuk
dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan lembar ke-4 untuk Bank
Persepsi/Kantor Pos dan Giro. Dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah harus disetpor paling lama
tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Prosedur Pelaporan
Prosedur dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut:
1. Pihak bendahara menyiapkan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara

benar, jelas dan lengkap seuai dengan Surat Setoran Pajak.



15

2. Pihak Bendahara melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP),

Daftar Bukti Pemotongan dan Bukti Pemotongan.

3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memberikan Bukti Pelaporan sebagai

bukti baha pihak pemotong telah melakukan pelaporan.

Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 jangka waktu yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah harus disetor paling lama tanggal 20 bulan

berikutnya.

Menurut Resmi (2014) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang
bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang
bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak
sesuai deengan metode pembukuan yang dianut.

Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak
selambat-lambatnya tanggal 10 (supuluh) bulan takwim berikutnya
setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank ke bank persepsi atau Kantor
Pos Indonesia.

Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan
kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang

dipotong.
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Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dipotong pada saat dibayarkan atau pada

saat terutang. Saat terutang dilihat dari sisi perikatan/perjanjian hukum

antara para pihak maupun kelazimannya yaitu:

a. Saat jatuh tempo, misalnya pembayaran bunga atau royalti

b. Saat hari bayar yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau dalam
faktur (invoice), misalnya pembayaran sewa, imbala jasa teknik, dan jasa
manajemen

c. Saat tersedianya pembayaran, misalnya untuk honorarium, upah, dan gaji

d. Saat terjadinya pembayaran sesuai keputusan rapat para pemegang

saham, misalnya pembayaran dividen

2.9 Kewajiban Pemotong Pajak
Kewajiban pemotong/pemungut PPh Pasal 23 pada dasarnya sama dengan hak dan

kewajiban pemotong/pemungut PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan mempunyai
NPWP.

2. Mengambil dan mengisi sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka
pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang untuk setiap
bulan takwim.

4. Melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

5. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada penerima pembayaran
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2.10 Sanksi Perpajakan Pph Pasal 23

1. Sanksi Denda

Sanksi pajak yang berupa denda dikenakan atas pelanggaran yang berhubungan dengan
kewajiban pelaporan. Contohnya seperti telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh
Pasal 23, maka denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan

Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

2.Sanksi Administrasi

Sanksi yang berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2 (a) dan 2 (b)
UU KUP. Sebagai contoh undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh
Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jika wajib pajak baru membayar
kewajibannya lewat dari tanggal tersebut maka wajib pajak harus membayar bunga

sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

3.Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi
orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut
adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda
minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar

atau kurang dibayar.
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METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Nazir (2010) “Desain penelitian adalah semua proses yang

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Desain penelitian

merupakan pedoman yang digunakan penulis dalam merancang strategi penelitian,

sehingga langkah dalam melakukan penelitian mengacu pada desain penelitian yang

telah dibuat. Langkah-langkah desain penelitian menurut narimawati (2011) adalah :

a.

Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dan fenomena penelitian, selanjutnya
menetapkan judul penelitian.
Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi

Menetapkan rumusan masalah.

. Menetapkan tujuan penelitian.

Menetapkan hipotesis penelitian, berdsarkan fenomena dan dukungan teori.

Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran penelitian yang digunakan.

. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel teknik pengumpulan data.

. Melakukan analisis data

Menyususn pelaporan hasil penelitian melalui data informasi yang diperoleh dari
perusahaan, kemudian menyimpulkan penelitian, sehingga akan diperoleh penjelasan

dan jawaban atas identifikasi masalah dalam penelitian.

Desain penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif, yang bertujuan

menggambarkan data menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan data yang

dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.
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3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu :

1. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan mengumpulkan data
yang berasal dari buku-buku literatur, Undang-Undang Perpajakan Perarturan Menteri,
Jurnal serta referensi lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode ini
dilakukan untuk dapat memahami konsep dan landasan teori permasalahan.

2. Metode Observasi

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian yaitu
Puskesmass JKR guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun Laporan

Akhir.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dan dijadikan sebagai sumber
dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung yang didapat dan
dijadikan sumber informasi melalui perantara yaitu jurnal, artikel, literatur serta situs

internet yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh dokumen yang
ada seperti buku bantu pajak, bukti potong, bukti setor dan bukti lapor sebagai bukti dan

data pendukung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

> =
eanr @
i
2 Toko kue Zahrs cake
S o Alfiel CCTV
wWwarung Dino °
rutup sementara /

Sumber : Google Maps 2023

Gambar 3.1 Lokasi KAP Zubaidi Komaruddin
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a. Lokasi Penenlitian

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di KAP Zubaidi
Komaruddin yang berada di JI. Pulau Morotai No. 08, Gn. Sulah, Kec. Way
Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35136.

b. Waktu dilaksanakan mulai tanggal 06 Januari sampai dengan tanggal 10
Februari 2023. Hari kerja yang berlaku dari hari senin sampai dengan sabtu dan
waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai pukul 08:30 sampai dengan 16:30 WIB.
Yang menjadi objek penelitian adalah salah satu client dari KAP ZK vyaitu

Puskesmas JKR .

3.4.2 Gambaran Umum KAP ZK

3.4.2.1 Profil Singkat KAP ZK

KAP ZK merupakan penggabungan dua orang Akuntan Publik (CV) yang telah

berpengalaman dibidang profesi Akuntan Publik lebih dari 15 tahun.

Izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/KM.1/2010.

Jasa-jasa yang diberikan meliputi:

1.

2.

3.

4.

5.

Jasa Pemeriksaan Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Perusahaan
Jasa Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Jasa Konsultasi Perpajakan

Jasa Akuntansi (Accounting Service)

Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu/Pilkada (AUP)

Dengan dukungan tenaga kerja ahli yang profesional dan berkompetensi di bidangnya

diharapkan KAP ZK akan menjadi KAP yang dapat berperan dalam pembangunan

perekonomian di Indonesia pada umumnya.
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3.4.2.2 Visi dan Misi KAP ZK

a. Visi KAP ZK

Visi KAP ZK adalah “ Menjadi prusahaan Jasa Profesional yang dapat dipercaya

oleh pengguna jasa Kantor Akuntan Publik ”

b. Misi KAP ZK

Misi KAP ZK adalah “ Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan

kompetnsi sumber daya yang berinovasi profesi secara berkesinambungan .

3.4.2.3 Struktur Organisasi
KAP Zubaidi Komaruddin merupakan sebuah perusahaan berbentuk CV memiliki

struktur organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Board of Partners
Memiliki tanggung jawab kekuasaan tertinggi. Tugasnya bertanggung jawab
atas kinerja perusahaan (manajemen) untuk memastikan kberadaan dan
kecukupan sumber keuangan, menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan luas
dari perusahaan, yang bertindak sebagai pemimpin rekan (pengurus) dan
pemegang peran utama dalam pembangunan klien.

2. Managing Partner
Managing Partner atau dapat disebut seebagai sekutu pngurus atau sekutu paif.
Memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak ikut mengelola perusahaan dan
tingkatannya berada di bawah pengurus.

3. Signing Partner

Memiliki tanggung jawab atas:



4. Auditor
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Manager Audit

Bertanggung jawab atas penyeliaan/supervisor dua atau lebih perikatan
audit sekaligus dan mengotorisasi atass kecukupan dalam pencapaian
tujuan, rencana, aktivitas atau fungsi berdasarkan review audit.
Supervisori

Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap hasil kerja staf
dan bertugas dalam pembuatan deskripsi pekerjaan untuk staf
dibawahnya.

Ketua Tim

Bertanggung jawab atas kelancaran audit, mereview atas realisasi audit
yang dilakukan, menyusun simpulan hasil audit dan membantu

pembahasan hasil audit.

Bertanggung jawab atas:

a.

b.

Manajer konsultan

Bertanggung jawab memberikan konsultasi/saran untuk membantu
perusahaan mencapai maksud dan tujuan.

Staff

Melakukan tugas-tugas audit yang rinci
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kap Zubaidi Komaruddin
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3.4.3 Gambaran Umum Puskesmas JKR

3.4.3.1 Profil Singkat Puskesmas JKR
Wilayah kerja Pusksmas JKR terletak di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar
Lampung, yang meliputi 3 kelurahan binaan yaitu kelurahan Sukamaju, kelurahan

Keteguhan dan kelurahan Way Taan.

3.4.3.2 Visi Dan Misi
1. Visi
Menjadi puskesmas dengan pelayanan bermutu menuju masyarakat yang sehat
2. Misi
a. Memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan profesional
b. Menerapkan sistem manajemen yang berkualitas
c. Mewujudkan sumber daya manusia yang disiplin dan profesional
d. Mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyaman dalam pelayanan
kesehatan

e. Menjadi puskesmas dengan program ramah anak.

3.4.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan yang terjadi atas sekelompok orang yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan bersama. Suatu puskesmas dapat mencapai tujuan dengan
efektif dan efisien, maka diperlukan suatu pengelolaan yang baik. Untuk pengelolaan
yang baik diperlukan suatu organisasi yang baik pula. Berikut merupakan wewenang
dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi yang berlangsung di Puskesmas

JKR:
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1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

a. Tugas Wewenang

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menyusun dan menetapkan rencana oprasional pelaksanaan pembinaan
puskesmas yang meliputi program dan kegiatan Puskesmas seluruh Kota
Bandar Lampung bedasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan dinas kesehatan
yang menjadi tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan petunjuk
teknis kegiatan umtuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Mengendalikan pelaksanaan urusan dinas keesehatan yang menjadi tugas
pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Menyelenggarakan dan memfasilitasi kerjasama dengan satuan kerja
perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya dalam pelaksanaan urusan dinas kesehatan sesuai dengan renja
dan resta Puskemas agar terlaksananya program kesehatan didaerah
tersebut.

Mengevaluasi dan menilai scara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan
dinas kesehatan yang mnjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas
berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil
kerja yang benar dan akurat.

Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan serta

pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada puskesmas berdasarkan



7)

8)
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DPA Puskesmas sebagai acuan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan
puskesmas.

Melaksanakan pembinaan sikap prilaku dan disiplin  pegawai,
meningkatkan kopetensi dan penilaian Kinerja setiap pegawai, selaku
individu dan dalam organisasi Puskesmas dalam urusan perintah daerah
di bidang kesehatan berdasarkan peraturan peraturan tentang disiplin
pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif.

Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil
penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggung jawaban Kepada Puskesmas
Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan urusan dinas kesehatan sesuai
petunjuk pelaksaan pekerjaan agar tercapai tingkat Kinerja yang

diharapkan.

2. Kepala Puskesmas JKR

a. Tugas dan Wewenang

1)

2)

3)

4)

5)

Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas JKR.

Menyusun Rencana Strategis Puskesmas.

Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan

Mengusulkan calon pengelola keuangan dan pelaksana teknis Kepala
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan yang berlaku.
Menetapkan Pengelola lainnya sesuai kebutuhan Puskesmas selain

pengelola yang telah ditetapkan dengan peraturan undang-undang



6)

7)
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Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan
keuangan BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota
Bandar Lampung

Menentukan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Puskesmas JKR

3. Kepala Bagian Tata Usaha

a. Tugas dan Wewenang

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Menetapkan setiap sistem informasi puskesmas

Menata sistem kepegawaian

Menata keuangan yang berlangsung dalam setiap alur masuknya dana
dan keluar kas pada setiap periodenya

Mengkoordinasi penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan
rencana Bisnis Anggaran

Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD

Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya

Menyelenggarakan pengelolaan kas

Melakukan pengelolaan hutang piutang

Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi

10) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan

11) Menyelenggarkan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

4. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring masyarakat

a. Tugas dan Wewenang

1)

Mengatur setiap jalannya poskeskel yang tercakup

5. Penanggung jawab UKM pengembangan
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a. Tugas dan Wewenang

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa

Melakukan pelayanan kesehatan gigi pada masyarakat yang ada dalam
cakupan pelayanan puskesmas

Melakukan pelayanan kesehatan tradisional komplementer

Memberikan pelayanan, penyuluhan serta mengajak masyarakat
mengikuti olah raga rutin yang disediakan puskesmas JKR setiap hari
jumat

Mengadakan pelayanan lansia kepada lingkungan yang tercakup oleh
puskesmas

Memberikan pelayanan kesehatan kerja

6. Penanggung jawab UKP, Keparmasian dan laboratorium

a. Tugas dan Wewenang

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Memberikan pemeriksaan umum kepada masyarakat

Memberikan pelayanan rutin mengenai kesehatan mulut dan gigi
Memberikan penyuluhan dan pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA), dan Unit Kesehatan Paru pada masyarakat (UKP)

Memberikan pelayanan gizi

Memberikan pelayanan persalinan dan konsultasi ibu hamil

Memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat yang

memerlukan
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi Puskesmas JKR
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan materi pada tinjauan pustaka dan data pada pembahasan yang telah
penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Puskesmas JKR sudah menerapkan perhitungan dan pemotongan pajak sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No0.141/PM.03/2015 dengan tarif 2%.

2. Penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang
sehubungan atas Jasa pencetakan dan Jasa perawatan kendaraan pada Puskesmas JKR
sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008.

5.2 Saran

Penulis menyarankan kepada Bendahara pengeluaran puskesmas JKR untuk
mempertahankan kredibilitas terhadap pemotongan, penyetoran dan pelaporan terhadap
PPh Pasal 23 dan selalu Update setiap peraturan-peraturan perpajakan dan selalu
berperan aktif untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan Negara

melalui kewajiban Perpajakan yang harus dibayarkan.
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